
\
pEMERn`ITAH KABupATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN
Jl. t`lyaman  Kelurahan Tengah Cibinong Telp.  (  021  ) 8753 I 91-8765405

Cibinong  16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/ j'/ y  -Disdik/2010

TENTANG

ITIN PENDIRIAN SEKOLAHDASAR ISLAait TERPADu clTRA NIANSA
ATAS NAMA YAYASAN ALIIASAN MEKARSARI

Kp. cmrcuNG RT. io/i4^ DESA MEKARSARI
KECAMATAN clLFUNGs| unupATEN BOGOR

IDIKAN KABUPATHN B0GOR

pelayanan   dan   pemerataan
pendidikan     dasar`    kepada     masyarakat.     serta     m€wujudkan

ap dasar, perlu memberikan  ijin
ISLAM   TERPADU   CITRA

di      Kp.      Cipicung     Rt.      10/14
ngsi Kabupaten Bogor.

b.ba berdasarkan
huruf a,  perlu

Mengingat

an   sebagaimana  dimaksud  dalam
Kepala  Dinas  Pendidikan

tentang  ljin  Pendirian  SEKOLAH  DASAR ISLAM TERPADU
CITRA  NUANSA  atas  mama  Yayasan   AI-Hasan  Mekarsari
yang   aberlokasi    di    Kp.    Cipic.ung    Rt.     10/14    Desa   Mekarsari
Kecana leungsi K?bupaten Bogor.

1. Undang-Undang  Nomor   14   Tahun   1950   tentang   Pemerintahan
Daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Jawa   Barat  (  Lembaran
Negara Republikindonesia Talun  1950 Nomor 8 );

2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional  (  Lembaran  Negara  Tahun  2003  Nomor  78,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301  );

3. Undang-Undang  Nomor   32   Tahun   2004   tentang   Pemerintahan
Daerah   (   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004
Nomor   125.   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4437  )  Sebagaimana telah  beberapah  kali  diubah,  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  (  Lembaran



?¥;xjg~:}^
\

Memperhatikan

Menetapk

KESATU

Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2008  Nomor  59,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor 28  Tahun  1990  tentang  Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun  1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun   1998  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1998
Nomor   90,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah   dan   Kewenangan   Propinsi   sebagai   Daerah   Otonom
(  Lembaran  Negara Tahun  2000  Nomor 54,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3953 );

6. Keputusan   Menteri   Pendidikan   Nasional   Nomor   :   060ru/2002
.   `   `'    `'   ~''--`_era---'_-.

i Peraturan~
Pendirian SckoJah;

Bogor  Nomor     09  Talun   2008
tentang   susunan   dqu   kedudukan   Organisasi   Peranghat   Daerah
( Lembaran Daerap3,K?Pupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );

8. Peraturan   Daeeafr  Katupa,ten   Bogor  Nomor   :   11   Tahun   2008,
tentang Pembeutukan, Or8anisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kabupaten  BQgor  (  Le
2QO8 No,nor,: ||r

a`nan     Do
Kepada Kepefa Dind8

Daerah Kabupaten  Bogor  Tahun

1\/18SKptsAluk/2005 tanggal
Pendelegasian        Keivenangan

inistrasi     Pelayanan     Umum

10. Peraturan  Bupati  Bogor  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Wajib
Sekolah    untut    Percepatan    Wajib    Belajar    Pendidikan    Dasar
Seprbilan  Tahun  di  Kabupaten Bogor  (Berita  Daerah  Kabupaten
I,__..i-..y.,_L__ ^^A^`,4,A _  _   -_`,    ~ i

2006 tentang Gerakan Nasional

ELB£'g:a?endidikanDasarsembiian

MEMUTUSKAN

EKOLAII    EIASAR    ISLAM
TERPADU  CITRA  NUANSA  yang  beulckasi  di  Kp.  Cipicung
Rt.10/14 Desa Mekarsari  Keeamatan Cileungsi  Kabupaten Bogor,
alas  nana  Yayasan,AI-Hasan  Mekarsari  yang  berlokasi  di  Kp.
Cipicung    Rt.    10/1*'  Desa    Mekarsari        Kecamatan    Cileungsi
Kabupaten B ogor.



Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2008  Nomor  59,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1990  tentang  Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)
sebagaimana telali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun   1998  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1998
Nomor   90,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah   dan   Kewenangan  Propinsi   sebagai   Daerah   Otonom
( Lembaran Negara Tahun  2000 Nomor  54.  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3953 );

6. Keputusan   Menteri   Pendidikan   Nasional   Nomor   :   060/U/2002
tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan   Daerah   Kabepaten   Bogor   Nomor      09   Tchun   2008
tentang   susunan   dan   kedudukan   Organisasi   Perangkat   Daerah
( Lembaran DaeralJrrat>upaten Bogor Tahun 2008 Nonror 9 );

8. Peraturan   Daeralw K-abiinaten   Bogor  Nomor   :   11   Tahun   2008,
tentang Pembentukan, Organdcasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kabupaten  Bogor  (  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bogor  Tahun
2008 Nomcrrj  11 };

9. Keputusan`t'Btoati^86gor,Nom;r : 06 )/188A{ptsAluk/2cO5 tanggal
30        Mei,~     2cO5,

Tahun

Pendelegasian       Kewenangan
inistrasi     Pelayanan     Umum

I  28  Tchun  2009  tentang  Wajib
Perc6patan   YwajTb   Belajar    Pendidikan    Dasar
di  Kabubaten Bogor  @erita  Daerah  Kabupaten

Bogor tahan 2009 Nothor 28);   I

Memperhatikan             :      [nstruksi presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar  Pendidikan  Dasar Sembilan
Tahun dan Pemberancasari B uta Aksara.

NIMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

=J

:     Memberikan    Ijin    Pendirian    SEKOLAII    DASAR    ISLAM
TEREADU  CITRA  NUANSA
Ri: `1 0/xl 4.ifesa Mekars
atas  mama  Yaya
Cipicung   Rt.    I
Kabupaten Bogor.

an

berlokasi  di  Kp.  Cipicung
n Gleungsi Kabupaten Bogor,

Mekarsari  yang  berlokasi  di  Kp
esa    Mekarsari        Kecamatan    Cileungsi



ii`,

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pemberian  ijin  sebagaimana  dimaksud  dalam  diktum  KESATU,
berlaku     sepanjang     mematuhi      semua     ketentuan     peraturan
perundang-undangan   yang  berlaku  dan  wajib  melakukan  daftar
ulang (  Her Registrasi  ) setiap awal tahun  pelajaran Kepada Dinas
Pendidikan.

Dalam   Hal    pelaksanaan   kegiatan    pendidikan   temyata   timbul
kerugian     terhadap     pihak     lain     atau      peserta     didik     yang
mengakibatkan  terhentinya  pendidikan,  maka  segala  resiko  yang
timbul  sepenuhnya menjadi  tanggung jawab  pihak  pemegang  ijin
dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Segala   penyimpangan   dan  atau   kelalaian   atas   ketentuan  dalam
keputusan   ini   baik   sengaja   maupun   tidak   sengaja   yang   dapat

usan  lnl

:      Tida dibenarkanr
an dalihapap

bupaten. Bbgor<

Kabupaten   Bogor,   maka

lihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain
elum adanya persetujuan dari Pemerintah

Tembusan :
I . Vth. Direktur Jenderal` Mapajem
2. Yth. Gubemur Jawa Bafat3 ' ' `<
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pro

NIP.196010111985031001

ikd?sjpen Dep\dftyas RI ;

[si Jhoya' Barat;

4. Yth.  Bupati Bogor m~elalui\Sekeetaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah
6. Yth. Camat Cileungsi;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kec

Kabepeen Bogor;

n Cileungsi;

8. Yth. Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi;


